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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan elaborasi dengan teori Compliance Operations dapat 

disimpulkan bahwa penerapan standar pelayanan yang dilakukan Badan Kesbangpol 

Kabupaten Cianjur dalam memberikan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ini 

belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Secara lebih jelas kesimpulan tersebut 

dapat di uraikan sebagai berikut.  

1. Terkait aspek kebijakan dan prosedur, hasil temuan menunjukan bahwa dalam 

proses pelayanan Surat Keterangan Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Cianjur 

masih belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini ditunjukan dengan 

persyaratan yang diperlu dibawa oleh pengguna layanan hanyalah surat keterangan 

izin penelitian dari kampus, sedangkan pada pada peraturan yang dianut oleh 

Bakesbangpol yaitu Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 persyaratan yang 

dibutuhkan untuk menerbitkan surat keterangan penelitian yaitu proposal 

penelitian, surat pernyataan untuk tidak melanggar undang-undang, surat 

pernyataan bertanggung jawab, dan identitas diri. Akan tetapi kondisi rilnya hanya 

dengan membawa surat izin yang dikeluarkan dari kampus, Badan kesbangpol 

dapat memproses pembuatan surat keterangan penelitian. 

2. Terkait aspek komunikasi, Bakesbangpol Kabupaten Cianjur masih belum 

memiliki mekanisme komunikasi modern. Hal ini ditunjukan dengan tidak 

tersedianya email, FAQ maupun platform media social lainnya yang dimiliki 
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oleh kesbangpol untuk dapat menghubungkan pengguna layanan dengan 

penyelenggara layanan, selain itu nomer telfon dan website yang dicantumkan 

pada plang didepan bakesbangpol sudah tidak beroprasi dalam jangka waktu yang 

cukup lama.  

3. Terkait pelatihan dan pendidikan, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa pada pelayanan Surat Keterangan Penelitian di Bakesbangpol Kab.Cianjur 

tidak memiliki kegiatan pelatihan dan pendidikan terkait kepatuhan maupun 

standar pelayanan. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan pelatihan dan pendidikan 

mengenai kepatuhan terhadap standar pelayanan belum menjadi perhatian khusus 

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait pelayanan penerbitan SKP. 

4. Terkait monitoring dan audit, mengikuti hasil penelitian diketahui bahwa kontrol 

internal di Bakesbangpol Kab.Cianjur ini tidak melakukan pengawasan pada 

proses pelayanan penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Hal ini disebabkan oleh 

anggapan pegawai bahwa permasalahan yang ada pada penerbitan SKP bukanlah 

masalah-masalah besar sehingga tidak membutuhkan kontrol internal untuk 

mengawasi proses pelayanan penerbitan SKP 

5. Terkait etika, berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa dasar aturan yang dianut 

oleh Bakesbangpol Kab.Cianjur mengenai etika pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Meski begitu pada kenyataannya kegiatan pungli secara tidak langsung pernah 

beberapa kali terjadi. Pemberi layanan memberikan penyelenggara pelayanan 
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berupa uang agar penyelesaian kebutuhannya dapat dilakukan dengan cepat. Hal 

ini sudah lumrah terjadi karena tidak sedikit masyarakat yang berfikir bahwa 

dengan memberikan sejumlah uang, pelayanan yang diberikan akan lebih cepat.  

6. Terkait investigasi dan program pelaporan, yaitu mengenai ketersediaan sarana 

program pelaporan. Saat ini Bakesbangpol Kabupaten Cianjur telah memiliki 

sarana pelaporan yang dapat diakses oleh pengguna layanan untuk dapat 

melaporkan maupun memberi saran terkait pelayanan penerbitan Surat Keterangan 

Penelitian. Hal ini ditunjukan dengan tersedianya kontak layanan yang 

dicantumkan pada depan pintu Bakesbangpol agar pengguna layanan dapat mudah 

mengakses kontak tersebut.  

7. Terkait peran manajer bisnis, peneliti melihat mulai adanya peningkatan yang 

dilakukan oleh pejabat structural terkait pelayan penerbitan surat keterangan 

penelitian dengan cara, melengkapi standar pelayanan publik seperti menyediakan 

spanduk terkait informasi prosedur pelayanan, memisahkan proses pelayanan yang 

dimana sebelumnya  pelayanan penerbitan SKP itu bersatu dengan proses 

administrasi dan telah merencanakan pembuatan komunikasi modern baik berupa 

media social maupun website. 

8. Terkait biaya, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Bakesbangpol 

Kab.Cianjur tidak memiliki rencana anggaran terkait pelayanan penerbitan surat 

keterangan penelitian, maka dapat dipahami bahwa tidak terdapat perencanaan 

implementasi progam secara khusus yang berbasis pada anggaran. Melalui 

pemahaman tersebut, dapat dipahami pula bahwa pelayanan secara terstruktur 
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berbasis anggaran belum menjadi perhatian khusus pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik.  

 Meski begitu, pada saat ini penerapan standar terkait pelayanan penerbitan surat 

keterangan penelitian di Bakesbangpol Kab.Cianjur sudah mulai adanya perkembangan, hal 

ini ditunjukan dengan mulai adanya kelengkapan standar pelayanan public seperti spanduk 

mengenai prosedur pelayanan, terpampangnya informasi terkait pembiayaan, memisahkan 

loket pelayanan dengan kegiatan administrasi yang lainnya, dimana sebelumnya pengguna 

layanan harus masuk kedalam ruangan yang bersatu dengan kegiatan lain, tetapi sekarang 

sudah adanya ruangan khusus untuk melakukan proses pelayanan. Lalu Bakesbangpol 

Kab.Cianjur juga sedang mengusulkan untuk pembuatan website yang dapat mencakup 

informasi terkait kegiatan kesbangpol dan proses pelayanan online agar dapat mempermudah 

pengguna layanan dalam mengakses pelayanan. Selain itu, Bakesbangpol Kab.Cianjur sudah 

menerapkan sarana pelaporan dan pengaduan yang dapat dapat diakses oleh pengguna 

layanan untuk melaporkan jika ada perilaku tidak etis yang dilakukan oleh salah satu 

pegawai.  

6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan dari hasil temuan dan 

wawancara, yaitu :  

1. Badan Kesbangpol Kab.Cianjur sebagai lembaga yang menerbitkan 

pelayanan Surat Keterangan Penelitian, perlu mengatur kembali 
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persyaratan pelayanan sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 

2. Badan Kesbangpol Kab.Cianjur perlu memiliki media komunikasi baik 

berbentuk elektronik maupun non elektronik yang aktif dan dapat diakses 

oleh pengguna layanan, untuk meningkatkan standar pelayanan dan 

mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan informasi terkait 

pelayanan surat keterangan penelitian.  

3. Badan Kesbangpol Kab.Cianjur perlu memperbaharui informasi 

mengenai website dan nomer telfon yang terpampang pada plang, 

mengingat website dan nomer telfon tersebut sudah tidak dioprasikan.  
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